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briksa dan mengadili perkara

tir@?{}t.;zrtma am sitf J/Majelis Hakim telah menjatuhkan
I ] ai Gugat antara:
3%% e W@gﬂl ; g

i
X mé’_l ?;QE- Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
) XX XXXXXX, tempat kediaman di KOTA

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Pal,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 04 Juni 2020 di hadapan PPN KUA XXXXXXXXX XXXXXXX,
xxxXx xxxX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Juni
2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

bersama semula di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat
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h itu pindah di rumah orangtua
ns, dan terakhir Penggugat dan
ggugat di alamat Penggugat

Kv
t%gn rumah ggugat dan Tergugat mulai goyah
- ot ] ‘
r&dii€mhan fdkaran secara terus menerus yang

semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (mencekik leher Penggugat) ;
6.3. Tergugat pernah berkata kasar (membentak Penggugat) ;

6.4. Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan
sering meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Maret 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan
Tagari Lonjo Lorong 1, RT/RW : 0030/001, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXX XXxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH ;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka
hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya

sebagai suami terhadap Penggugat ;
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rupiah) yang™

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret sampai dengan
bulan Juni Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum
untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 3 (tiga) bulan
sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang harus
dibayarkan Tergugat mengambil Akta Cerai ;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah
iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan
Penggugat ;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan
Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon
agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat ;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat

dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang
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perl;&a\im [ T ah sebagai berikut :

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus
ribu rupiah) ;

3.2. Nafkah terutang (madliyah) sjeumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus
ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum
angka 3 (tiga) di atas ;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2021, dengan tetap
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak
tersebut ;

[o2]

. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas
sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang
diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar
10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di
luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;
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daw idak ™ila memtyruru
S

a yang wﬂ i eIah dipanggil secara resmi dan
{;ﬁ@_ﬁg ﬁ fiya tersebut disebabkan oleh suatu

patut d
halangan yahg sah Wara' iperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

. ah, segangkgn Tergugat tidak pernah datang

atdn dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
dan di muka siding Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan
Penggugat pada angka 10, 11, 12, dan 14, serta ppetitum angka 3, 4 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/10/V1/2020 tanggal 04 Juni 2020 ;
Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX,
telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, dan dinazegelen
diberi kode P ;

Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah kakak ipar
Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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tangga nggugat dan Tergugat pada
paik dapr ruké, ngmun sekarang ini rumah tangga
i 3 sering terjadi perselisihan dan

] harmo%ég

kekerasan seperti memukul dan mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri dan juga diberitahu
Penggugat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih
2 kali;

- Bahwa saksi pernah lihat ada lebam di pipi karena akibat dipukul
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dua kali untuk memberi
susu kepada anaknya;

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, dan
Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Kristen Advent, pendidikan S1,

pekerjaan XxxxXxxx Xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGlI, saksi

adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :
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Tergugat adalah suami isteri,

genggugat dph Tergugat bertempat tinggal di
ngguqat; ;

gafPenggugat dan Tergugat pada

%ﬁ kug
SRS o

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

namun sekarang ini rumah tangga

Tergugat karena Penggugat tidak diberi nafkah, dan Tergugat juga
melalukan kekerasan/ memukul Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang
persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang kurang lebih 3
bulan;;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan
yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa pernah menasihati Penggugat agar bisa kembali rukun dengan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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kan di pitlgs; i
ahwa selpé} iday gan hanya Penggugat yang selalu

ditheh-dergen Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak
terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan
kekerasan (mencekik leher Penggugat), Tergugat pernah berkata kasar
(membentak Penggugat), Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap
Penggugat dan sering meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak

bulan Maret 2021 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan
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a iB&ngan, namun karena perkara ini

perkara pergeraian, g tetap diwajibkan untuk membuktikan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2020, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 04 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
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Disclaimer

un <'j_i arunicmsatu oq?pg anak;
P ugat deﬂé’ﬁ T pernah hidup rukun namun sejak
A ﬁ r—' di perselisihan dan pertengkaran;

Penggugat dan melakukan tindak kekerasan, serta Tergugat sealu
mengucapkan lebih baik kita perpisah saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2021 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Peggugat, dan keduanya sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah
pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang
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karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga

tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta
sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih masalahat
solusi yang tak dapat dihindari lagi, guna  mencegah sekaligus
menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar sejalan dengan
kaedah Usuliyah:

alloall_cdxole pxio —saulaalls ) x

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih
diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum
pasti)

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar’l yang
diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:

aillo iolall adle Lo Lozs3) azasll ast) pas il bl

Artinya:  Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap
suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
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ikahdaru;

utan tentang nafkah lampau, nafkah
iddah dan mutahR==s 5 anak Penggugat menyatakan dicabut,
demikian pula tuntutan agar Panitera Pengadilan Agama Palu menahan Akta
Cerai Tergugat telah dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tetang tuntutan hak asuh anak sebagaimana dalam
petitum Penggugat angka 5 di atas, majelis hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan
Tergugat hingga saat ini masih dalam asuhan Penggugat dan usia anak
tersebut belum mumayyiz oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 105
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut tetap dalam asuhan ibunya
(Penggugat);

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadlonah (hak asuh) anak kepada
Penggugat bukan berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang
tuanya yang lain, kerana setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti
kepada kedua orag tunaya baik ayah maupun ibunya tanpa melihat siapa
yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak
diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi dan
meluangkan rasa kasih sayangnya dan menananmkan nilai-nilai kebaikan
sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu
sendiri layaknay antara ayah dan anak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat
lundang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan

Undanf-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan
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omor 1 Tahun 2016 Tentang
-Undang Nomor 39 tahun 1999

tidak memebri akses kepada

lapat menjadi dasar diajukanya

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (Fitrianti binti Sukiman);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang

bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2021, dengan tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu

rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiah, bertepatan
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Ketua Majelis,

Hakim Anbtata e

Dra. Tumisah Dra. Hj. Nurbaya, MH

Dra. Narniati, SH., MH
Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidgqi, S.Hl., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00

- Panggilan :Rp 775.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
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Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera
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